Menimbang

Mengingat

SALINAN

BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 215 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN HARI SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

bahwa untuk mempersiapkan peserta didik dalam
menghadapi tantangan perkembangan era globalisasi,
perlu penguatan karakter bagi peserta didik melalui
restorasi pendidikan karakter di sekolah;

bahwa agar restorasi pendidikan karakter bagi peserta
didik di sekolah lebih efektif, perlu optimalisasi peran
sekolah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pelaksanaan Hari Sekolah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4586);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);



Menetapkan :

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang
Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6058);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang
Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23
Tahun 2017 tentang Hari Sekolah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 829);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20
Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada
Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 782).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN HARI
SEKOLAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Ngawi.

nall

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
Bupati adalah Bupati Ngawi.
Sekolah adalah adalah bentuk kelompok layanan pendidikan yang

menyelenggarakan pendidikan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan
Sekolah Menengah Pertama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat,
pemerintah daerah, dan masyarakat.
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(2)

Hari Sekolah adalah jumlah hari dan jam yang digunakan oleh guru,
tenaga kependidikan, dan peserta didik dalam penyelenggaraan
pendidikan di sekolah.

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik,
mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan
mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak wusia dini jalur
pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri
dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan yang
mencakup pengelola satuan pendidikan, tenaga perpustakaan, tenaga
laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog,
terapis, tenaga kebersihan dan keamanan, serta tenaga dengan sebutan
lain yang bekerja pada satuan pendidikan.

Sumber Daya adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam
penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan,
masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.

Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan
potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang,
dan jenis pendidikan tertentu.

BAB II
PENGATURAN JAM SEKOLAH

Pasal 2

Hari sekolah dilaksanakan 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari atau
40 (empat puluh) jam selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu.

Ketentuan 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari atau 40 (empat puluh) jam
selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), termasuk waktu istirahat selama 0,5 (nol koma lima) jam dalam
1 (satu) hari atau 2,5 (dua koma lima) jam selama 5 (lima) hari dalam
1 (satu) minggu.

Dalam hal diperlukan penambahan waktu istirahat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), sekolah dapat menambah waktu istirahat
melebihi dari 0,5 (nol koma lima) jam dalam 1 (satu) hari atau
2,5 (dua koma lima) jam selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu.

Penambahan waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
termasuk dalam perhitungan jam sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

Ketentuan hari sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1),
tidak berlaku bagi Peserta Didik Taman Kanak-kanak/Taman
Kanak-kanak Luar Biasa/Raudhatul Athfal atau sederajat pada sekolah
keagamaan lainnya.

Peserta Didik berkebutuhan khusus dan layanan khusus dapat mengikuti
ketentuan hari sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
sesuai dengan jenis kekhususan.
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Pasal 4

Hari sekolah digunakan oleh Guru untuk melaksanakan beban kerja
Guru.

Beban kerja Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

. merencanakan pembelajaran atau pembimbingan;

. melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan;

menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan;

. membimbing dan melatih Peserta Didik; dan

melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan
kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja Guru.

o0 o

Beban kerja Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PELAKSANAAN HARI SEKOLAH

Pasal 5

Penetapan 5 Hari Sekolah mulai dilaksanakan pada Semester Genap Tahun
Pelajaran 2022 /2023.

Pasal 6

Hari sekolah digunakan oleh Tenaga Kependidikan untuk melaksanakan tugas
dan fungsinya.
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Pasal 7

Hari sekolah digunakan bagi Peserta Didik untuk melaksanakan kegiatan
intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, serta Projek Penguatan
Profil Pelajar Pancasila.

Kegiatan intrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan
kegiatan yang dilaksanakan untuk pemenuhan kurikulum sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan
kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan atau pendalaman
kompetensi dasar atau indikator pada mata pelajaran/bidang sesuai
dengan kurikulum.

Kegiatan kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi
kegiatan pengayaan mata pelajaran, kegiatan ilmiah, pembimbingan seni
dan budaya, dan/atau bentuk kegiatan lain untuk penguatan karakter
Peserta Didik.

Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
merupakan kegiatan di bawah bimbingan dan pengawasan sekolah yang
bertujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan,
kepribadian, kerjasama, dan kemandirian Peserta Didik secara optimal
untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan.
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Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (5), termasuk
kegiatan krida, karya ilmiah, latihan olah-bakat/olah-minat, dan
keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi
aktivitas keagamaan meliputi madrasah diniyah, pesantren kilat, ceramah
keagamaan, katekisasi, retreat, baca tulis Al Quran dan kitab suci lainnya.

Pasal 8

Kegiatan kokurikuler, ekstrakurikuler dan Projek Penguatan Profil Pelajar
Pancasila dalam pelaksanaan hari sekolah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1), dapat dilaksanakan di dalam sekolah maupun di luar
sekolah.

Pelaksanaan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler dan Projek
Penguatan Profil Pelajar Pancasila baik di dalam sekolah maupun di luar
sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan
kerja sama antar sekolah, sekolah dengan lembaga keagamaan, maupun
sekolah dengan lembaga lain yang terkait.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 9

Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya wajib menjamin pemenuhan
sumber daya pada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah,
untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan
Bupati ini.

Masyarakat penyelenggara pendidikan wajib menjamin pemenuhan
sumber daya pada sekolah yang diselenggarakannya, untuk
melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

Terhadap pelaksanaan 5 (lima) hari sekolah dilakukan uji coba dalam
waktu 1 (satu) tahun.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi melakukan
monitoring dan evaluasi pelaksanaan 5 (lima) hari sekolah setiap 3 (tiga)
bulan sekali dan menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 28 Desember 2022

BUPATI NGAWI,
ttd

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 28 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022 NOMOR 215



